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PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Jnp
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxx, NIK. 7304102803840001, tempat dan tanggal lahir Balangerasa, 28
Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di

Kabupaten Jeneponto, sebagai Pemohon;
melawan

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bt Sunggu, 17 Juni 1983, agama Islam,
pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata [, tempat

kediaman di Kabupaten Jeneponto sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 24 Agustus 2021
telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor
287/Pdt.G/2021/PA.Jnp, tanggal 24 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu
tanggal 17 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1427
H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia,
Kabupaten Jeneponto, sesuai Kutipan / Akta Nikah Nomor 21/21/1/2007,
tanggal 23 Januari 2007;
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2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di
rumah orangtua Termohon sejak awal pernikahan, kemudian tinggal
dirumah dinas Sekolah, sebelum keduanya hidup berpisah selama kurang
lebih 14 tahun 7 bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak,
masing-masing bernama:
3.1. xxxxxxxx, umur 13 tahun, tinggal bersama Termohon;
3.2. Xxxxxxxx, umur 5 tahun, tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan
Termohon telah mengalami keretakan atau setidak-tidaknya kehampaan
hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai
berikut:
4.1.Bahwa, sejak tahun 2010, Pemohon dan Termohon sering
berselisih dan bertengkar dikarenakan Pemohon merasa tidak
dihargai sebagai suami, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa
izin, serta sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, yang
tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 11
Agustus 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dengan
sepengetahuan Pemohon yang hingga sekarang tidak pernah kembali
selama kurang lebih 14 hari;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon
merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan
pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

Primer:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Xxxxxxxx, untuk menjatuhkan talak satu
raj’i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
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3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider:
- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim
Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan,
panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon
hadir di persidangan secara in persoon;

Bahwa Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup
rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, maka
Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui
proses mediasi dengan mediator Taufiqgurrahman, S.H.l., yang disepakati oleh
Pemohon dan Termohon berdasarkan Penetapan Nomor
287/Pdt.G/2021/PA.Jnp tanggal 07 September 2021;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua
Majelis pada tanggal 22 September 2021 bahwa mediasi antara Pemohon
dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa setelah melaksanakan mediasi Termohon telah tidak hadir di
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor
287/Pdt.G/2021/PA.Jnp. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan,
Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata
ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-
undang;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang
maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan

bukti berupa:
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A.
Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/1/2007, tanggal 23 Januari 2007

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia,

Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup,
distempel pos diberi tanda bukti P;

B.
Saksi:

1. Xxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto di bawah
sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah dinas sekolah
sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun
namun sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon mulai
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar ketika terjadi
perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihannya masalah
Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin serta sering
berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal
sejak Agustus 2021, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman
bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat
tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa selama berpisah, pihak keluarga telah berupaya

mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
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2. Xxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan DIll, pekerjaan
karyawan honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto di bawah
sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, sebagai adik
kandung Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah dinas sekolah
sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun
namun sekitar tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar ketika terjadi
perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihannya karena
Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan
Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal
sejak pertengahan tahun 2021, Termohon pergi meninggalkan
tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat
tinggal selama 1 bulan;

- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon pernah
diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di
persidangan pada tanggal 29 September 2021, yang pada pokoknya
menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada setiap akan
diadakan persidangan Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon
untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26
ayat (1) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
panggilan tersebut telah disampaikan sesuai dengan tata cara pemanggilan
yang diatur dalam Pasal Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan secara in person;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1),
ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan
tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di
persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Pemohon dengan
Termohon melalui proses mediasi dengan mediator Taufiqurrahman, S.H.I.
berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan
hasil mediasi tanggal 22 September 2021 bahwa mediasi antara Pemohon
dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa setelah melaksanakan mediasi, Termohon telah
tidak aktif hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai
wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor
287/Pdt.G/2021/PA.Jnp. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan,
Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata
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ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-
undang, dengan demikian pemeriksaan perkara tetap dilaksanakan secara
kontradiktur di luar kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon sebagaimana
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah melepaskan hak
jawabnya dan dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalii permohonan Pemohon adalah sejak
tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang
disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin serta
sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Dan sejak 11 Agustus 2021,
Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan
ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk
diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran
Termohon dipersidangan menunjukkan bahwa Termohon tidak lagi
menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil
gugatan Pemohon. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Pemohon tetap
dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau
orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai Saksi yang mengetahui
keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pemohon
telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P (Kutipan Akta
Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah,
sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan telah
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdata/BW;,
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Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi
yaitu keluarga Pemohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon
dan Termohon dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah
terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai
keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi
pertengkaran karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin serta
sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan akibat dari
pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-
dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang Saksi Pemohon
telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum
pernah bercerai;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan rukun
lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang
disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin serta
sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak
Agustus 2021, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama
dan tidak pernah kembali;

4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon pernah

diupayakan untuk rukun kembali;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide
pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang
sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam)
tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati
Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil
sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang
Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 tahun 2009 sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara
Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali
dalam sebuah rumah tangga;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena mempertahankan rumah tangga yang sudah
sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan
menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu
penyelesaian yang dipandang adil adalah menceraikan perkawinan Pemohon
dan Termohon dengan cerai talak hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT
dalam surah Al-Bagarah ayat 227, sebagai berikut :

ods aroun alll gla GMall lgajs olg

Artinya : "Apabila mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk
mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha

Mendengar lagi Maha mengetahui;
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Dalil tersebut kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan
hukum;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon
adalah talak satu raj'i yaitu talak kesatu atau talak kedua dimana suami berhak
rujuk selama istri dalam masa iddah sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah
terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai talak, maka
sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis
Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto sesuai
petitum kedua;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang
Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama
Jeneponto;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021
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Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami
Musafirah, S.Ag.,M.H.l. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubarog, S.H. dan
Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Syahrul Mubaroq, S.H. Musafirah, S.Ag.,M.H.l.
Hakim Anggota,

Itsnaatul Lathifah, S.H.
Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :
1. Pendaftaran Rp30.000,00

Biaya Proses Rp50.000,00

Panggilan Rp 510.000,00

PNBP Panggilan pertama  Rp20.000,00
Redaksi Rp10.000,00
MeteraiRp10.000,00

Jumlah Rp630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

o a krw N
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